BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 188.352/5/2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJUA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314
ayat (6) Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib - mengajukan
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)
Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh  persetujuan
bersama;

bahwa penyeémpurnaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan agar Qanun Kabupaten Aceh Singkil
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 202] tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun
Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2021;

%
Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688); ‘




10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembakan Negara Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679); '
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13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona
Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka
mengahadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistemn
keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali

‘terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Pemeri\ntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 51695);




20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Peraturan Pemermntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Udndang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5695);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerigtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6197);




30.

31.

32.

33.

34.

3S.

36.

37

38.

39.

. Peraturan Pemenntah Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa- Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun
2020 Nomor 57); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerabh;
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40. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara

4]1.

42,

43

44,

45.

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi.
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1116/2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 050/915/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif
Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana
Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2021;

.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2017 Nomor 255);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencena Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 261);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan :

dan

BUPATI AGEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasal 1

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBK terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021
direncanakan Rp 939.301.103.845,00,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan
milyar tiga ratus satu juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima
rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pendapatan Asli;
Pendapatan tranfer; dan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud cdalam Pasal 3 huruf a,
direncanakan sebesar Rp 62.354.932.666,00,- (enam puluh dua milyar tiga
ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam
ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan

Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 10.155.000.000.00,- (sepuluh milyar seratus lima puluh lima
juta rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 28.717.619.580,00,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus
tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh
rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00,-
(tiga milyar rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 20.482.313.086,00,- (dua puluh- milyar
empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu delapan
puluh enam rupiah);




8-
Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp 858.744.510.464,00,- (delapan ratus lima puluh
delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh
ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 834.966.723.749,00,- (delapan ratus
tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus
dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.777.786.715,00,- (dua puluh tiga
milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam
ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c direncanakan sebesar Rp 18.201.660.715,00,- (delapan belas
milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima
belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

c. Dana darurat; dan

d. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 18.201.660.715,00,- (delapan belas milyar dua
ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah).

Pasal 7
\
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 942.801.103.845,00,- (sembilan ratus empat puluh dua milyar delapan

ratus satu juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

b F




(1)

(2)
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Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebasar sebesar Rp 580.034.150.173,00,- (hma ratus
delapan puluh milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu
seratus tujuh puluh tiga rupiah) , yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 316.349.424.927,00,- (tiga ratus enam belas

me a0 TR

milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 181.675.038.276,00,- (seratus delapan puluh
satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu dua
ratus tujuh puluh enam rupiah);

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 2.019.871.760,00,- (dua milyar sembilan belas
juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 54.070.797.642,00,- (lima puluh empat milyar tujuh puluh juta
tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua
rupiah);

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 25.919.017.568,00,- (dua puluh lima milyar
sembilan ratus sembilan belas juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh
delapan rupiah);

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebasar sebesar Rp\201.276.805.502,00,- (dua ratus satu
milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus
dua rupiah), yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

Belanja modal tetap lainnya; dan

Belanja modal aset tetap tidak berwujud

S0 0o
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(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 2.380.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus
delapan puluh juta rupiah};

(3} Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 22.894.908.808,00,- (dua puluh dua
milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan
ribu delapan ratus delapan rupiah);

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp 104.673.973.700,00,- (seratus empat
milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga
ribu tujuh ratus rupiah); '

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 70.644.397.994,00,- (tujuh
puluh milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan
puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

(6) Belanja modal tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 683.525.000,00,- (enam ratus delapan puluh tiga
juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

(7) Belanja modal tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp 4.096.196.019,00,- (empat milyar sembilan puluh
enam juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan belas rupiah), vang
terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebasar sebesar Rp 157.393.952.151,00,- (seratus lima
puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima
puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 157.393.952.151,00,- (seratus lima puluh tujuh
milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua
ribu seratus iima puluh satu rupiah).

w
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Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah), yang terdir atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebasar sebesar: Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar
rupiah), yang terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil perjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman daerah,;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

‘ perundang-undangan. :

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)- huruf a  direncanakan sebesar
Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)

(3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

(4) Hasil perjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah); '

moe 0o

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebasar Rp\ 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima
ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. -Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah;

f a0 P

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

L F



212 -

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta
rupiah);

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar sebesar
Rp 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar sebesar
Rp 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

—
oy
~—

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam
Perubahan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2021. '
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
b. Pelaksanaan oprasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan
pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
-tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Singkil

ini, terdiri dari:

Lampiran 1 Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan-

e Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ’

Lampiran 11  Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran 1l Rincian APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;

Lampiran [V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran; .

Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan APBK;

Lampiran VII1 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK
dan PPAS dengan Rancangan APBK;

Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,

Lampiran X1 Daftar Pinjaman Daerah; :

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Dbaerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-lain; '

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang’
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan;

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daegah.

Pasal 18
Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK.

{ 2
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Pasal 19

Qanuﬁ Kabupaten Aceh Singkil ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penembatannya dalam dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 2 ¢ Defember 2010 n

SEKRE’I‘ARIS»DAERAH BUPATEN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 2779
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINS] ACEH NOMOR (4/115/2020)




